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BUPATI LUWU UTARA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 

NOMOR 6 TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU 
UTARA TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LUWU UTARA, 
 

Menimbang  :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan 

Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa 
Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-

dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan 

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
memperoleh persetujuan bersama; 

  b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke 

dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun Anggaran 2025; 

 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu 
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Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3826); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau pada rangka Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau pada rangka 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456) sebagaimana diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5256) sebagaimana diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6995); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5372) sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 

Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 

tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82); 

15. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 
2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan 
Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala 

Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor  648); 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan 
Ketentuan Umum Bagian Alokasi Umum Yang 

Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 807); 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2024 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya 

Alam Kehutanan dan Reboisasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 505); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 

2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Luwu 
Utara Nomor 380);  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 

Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 389);  
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Dengan Persetujuan Bersama 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 

dan 

BUPATI LUWU UTARA 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 

2025. 
 

Pasal 1 

   
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 

2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah.  

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada 
periode tahun anggaran berkenaan.  

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 
kekayaan bersih pada periode tahun anggaran 

berkenaan. 

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 
diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 

10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan 

pada APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai 
dengan kewenangan Daerah guna mendanai 

kebutuhan Daerah pada rangka pelaksanaan 
desentralisasi.  
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11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang 

dialokasikan pada APBN kepada Daerah dengan 
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, 

baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan 
Daerah.  

12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah 

penghasil berdasarkan angka persentase tertentu 
dengan tujuan mengurangi ketimpangan 

kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah.  

13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar-Daerah untuk 
mendanai kebutuhan Daerah pada rangka 

pelaksanaan Desentralisasi.  

14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat 
DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 

khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang 
atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 

pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani 
kewajiban untuk membayar kembali. 

16. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi 
Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum 
daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan 
usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, 

koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh 
bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 

17. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah 
jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah 

dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat 
dinilai dengan uang berdasarkan peraturan 
perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan 

sebab lainnya yang sah.  

18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun.  

19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat 

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan 
bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta 
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asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 

tahun.  

20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas 
dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
perangkat Daerah untuk setiap program dan 

kegiatan sebagai acuan pada penyusunan rencana 
kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

 
Pasal 2 

 
APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah Rp.  1.471.319.306.644,00 

2. Belanja Daerah Rp.  1.428.227.273.644,00 

 Surplus  Rp.       43.092.033,000,00  

3. Pembiayaan Daerah: 

a. Penerimaan Daerah Rp.       00,00 

b. Pengeluaran Daerah Rp.       43.092.033.000,00 

 Jumlah Pembiayaan netto Rp.       (43.092.033,000,00) 

Sisa Lebih Pembiayaan  

Anggaran  Rp.                           00,00 
 

 
Pasal 3 

 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 angka 1 terdiri atas: 

a. Pendapatan Asli  

Daerah   Rp.    142.680.713.000,00 

b. Pendapatan Transfer Rp. 1.308.819.061.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan  

 Daerah Yang Sah  Rp.      19.819.532.644,00 
 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Pajak Daerah Rp.      62.509.655.000,00 

b. Retribusi Daerah Rp.      68.151.198.000,00 

c. Hasil Penghasilan  

 Kekayaan Daerah  
 Yang Dipisahkan Rp.       3.516.250.000,00 

d. Lain-lain PAD  

 Yang Sah Rp.       8.503.600.000,00 
 

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Transfer Pemerintah  

 Pusat  Rp.  1.218.647.051.000,00 

b. Transfer Antar Daerah Rp.       90.172.010.000,00 
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(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis 
pendapatan: 

a. Hibah  Rp.        00,00 

b. Dana Darurat Rp.                             0,00 

c. Lain-Lain Pendapatan 

 Sesuai Dengan 
 Ketentuan Perundang- 

 Undangan Rp.      19.819.532.644,00 
 

 
Pasal 4 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
angka 2 terdiri atas: 

a. Belanja Operasi Rp.  1.009.958.607,354,00 

b. Belanja Modal Rp.     166.286.686.290,00 

c. Belanja Tidak Terduga Rp.       15.000.000.000,00 

d. Belanja Transfer Rp.     236.981.980.000,00 
 

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri dari jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai Rp.      654.362.640.210,00 

b. Belanja Barang & Jasa Rp.      320.479.266.144,00 

c. Belanja Bunga Rp.          6.014.252.000,00   

d. Belanja Subsidi Rp.                            00,00 

e. Belanja Hibah Rp.        21.834.499.000,00 

f. Belanja Bantuan Sosial Rp.          7.267.950,000,00   
 

(3) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d terdiri dari jenis belanja: 

a. Belanja Bagi Hasil  Rp.          7.766.188.000,00 

b. Belanja Bantuan 
 Keuangan Rp.      229.215.792.000,00 

 
Pasal 5 

 
(1) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 angka 3 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: 

 SILPA Tahun Anggaran  
 Sebelumnya  Rp.       00,00 

 
(2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 angka 3 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Penyertaan Modal  

(Investasi) Pemerintah 
Daerah     Rp.        2.000.000.000,00 

b. Pembayaran Pokok Utang Rp.      41.048.892.000,00 
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Pasal 6 

 
Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri atas: 

a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi 
menurut Kelompok dan Jenis 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi, 

Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan 
Pemerintah Daerah, Organisasi, 

Program dan Kegiatan; 

e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan KeteRp.aduan Urusan 

Pemerintah Daerah, dan Fungsi Pada 
Kerangka Pengelolaan Keuangan 

Negara; 

f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan 

dan Per Jabatan; 

g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah; 

h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaam Modal dan Investasi 

Daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Lain-Lain; 

k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan Tahun Anggaran 
Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan 

dan Dianggarkan Kembali pada Tahun 
Anggaran Yang Direncanakan; 

l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan; 

m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah; dan 

n. Lampiran XIV : Neraca Daerah Per 31 Desember 2021. 
 

Pasal 7 

 
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD 

Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional 
pelaksanaan APBD. 

 
Pasal 8 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 

Utara. 
 

Ditetapkan di Masamba, 

pada tanggal, 31 Desember 2024                       

                                                        BUPATI LUWU UTARA, 

 
           ttd 

                                                                 
INDAH PUTRI INDRIANI 

Diundangkan di Masamba 

pada tanggal, 31 Desember 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

 
ttd         

 
BAHARUDDIN NURDIN 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 6          
      
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI 
SULAWESI SELATAN :   B.Hk.05.166.24        
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PENJELASAN  

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 

NOMOR 6 TAHUN 2024 
 

TENTANG 

 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU 

UTARA TAHUN ANGGARAN 2025 
 

I. UMUM 
 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana 

dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan perubahannya, dilaksanakan oleh Bupati 

sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Bupati 
sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 
diberi mandate oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan 
yang diserahkan kepada Daerah.  Dengan demikian maka Kepala 

Daerah dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang 
mempunyai fungsi yang berbeda.  DPRD mempunyai fungsi 

pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan, 
sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas 

Peraturan Daerah dan kebijakan Daerah.  Dalam mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
tersebut, kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. 

 
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
dan perubahannya, menyebutkan bahwa Kepala Daerah yang dalam 

hal ini adalah Bupati, mempunyai fungsi menyusun dan mengajukan 
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama.  Untuk mendukung 

penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah 
Daerah  yang dituangkan dalam program, kegiatan maupun sub 

kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah dapat mencapai target 
sasaran Kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Peraturan Daerah 
tentang APBD.  Hal ini sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, yang menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, 

perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. 
 

Berdasarkan uraian di atas, untuk memberikan kepastian 
hukum, transparansi pengelolaan keuangan Daerah dan taat 
ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2025.  
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukup Jelas. 
 

Pasal 2  

 Cukup Jelas.  
 

Pasal 3 
 Cukup Jelas. 

 
Pasal 4  
 Cukup Jelas.  

 
Pasal 5 

 Cukup Jelas. 
 

Pasal 6  
 Cukup Jelas.  
 

Pasal 7 
 Cukup Jelas.  

 
Pasal 8 

 Cukup Jelas. 
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